
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Daerah lstimewa 

Y ogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 T ahun 1950; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 

tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi 

Daerah lstimewa Y ogyakarta; 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Sleman; 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Steman. 

bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Steman 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan. 

BUPATI SLEMAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 
NOMOR : 29TAHUN 2009 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI SLEMAN 



(2) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas rnelaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan 

t)ortikultura, perkebunan, petemakan, ketahanan pangan, perikanan, dan 

kehutanan. 

(1) Dinas . Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati metalui Sekretaris Daerah. 

Pasal2 

BAB 11 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

2. Bupati ialah Bupati Steman. 

3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan Kabupaten Sleman. 

4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten 

Sleman. 

5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit petaksana 

teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan Kabupaten Sleman. 

6. Kepata satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Steman. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, 

FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, 

DAN KEHUTANAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbagian Umum; 

2. Subbagian Kepegawaian; 

3. Subbagian Keuangan; dan 

4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari: 

1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

3. Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; dan 

4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari: 

1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan; 

2. Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan; dan 

3. Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan. 

Pasal 3 

(3) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan 

kehutanan; 

b. pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; 

c. penyelenggaraan pelayanan umum bldang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan 

kehutanan; 

d. pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; 

e. penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan 

kehutanan; dan 

f. pelaksanaan tug as lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tug as dan 

fungsinya. 



(8) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh 

tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas me1alui Sekretaris. 

(6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepata yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

{5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang. 

'(4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

(3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

e. Bidang Perikanan terdiri dari: 

1. Seksi Bina Usaha Perikanan; 

2. Seksi Bina Produksi Perikanan; dan 

3. Seksi Pengembangan Perikanan. 

f. Bidang Peternakan terdiri dari: 

1. Seksi Bina Usaha Petemakan; 

2. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan 

3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. 

g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari: 

1. Seksi Ketersediaan Pangan; 

2. Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan; 

3. Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan 

4. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan. 

h. Unit Pelaksana Teknis; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian; 

Pasal9 

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyetenggarakan urusan kepegawaian. 

Pasal8 

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum; 

c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, 

informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; dan 

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum. 

Pasal 7 

Subbagian Umum mempunyai tugas menyetenggarakan urusan umum. 

Pasat6 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. penyefenggaraan urusan umum; 

d. penyelenggaraan urusan kepegawaian; 

e. penyelenggaraan urusan keuangan; 

f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 

g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan 
h. evaruasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. 

Pasal5 

Sekretariat mempunyal tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, 

.keuangan, .perencanaan, evaluasi, .dan .mengoordinasikan .pelaksanaan .tugas satuan 

organisasi. 

Pasat4 

Bagian Kesatu 

Sekretariat 

BAB llt 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSf 



Pasat14 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikuttura mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, 

penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikuttura. 

Bagian Kedua 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Subbagian Perencanaan dan Evafuasi datam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi; 

c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja; 

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 

Perencanaan dan Evaluasi. 

Pasat13 

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

perencanaan dan evaluasi. 

Pasat 12 

Subbagian Keuangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan; 

c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan 

keuangan;dan 

d. evatuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan. 

Pasat 11 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. 

Pasat10 

b. penyiapan bahan perumusan kebiJakan teknis urusan kepegawaian; 

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, 

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha 
kepegawaian; dan 

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 

Kepegawaian. 



Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rnelaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Horttl<ultura; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

usaha tanaman pangan dan hortikuftura; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan 

hortikultura; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ke1embagaan usaha tani tanaman 

pangan dan hortikultura; 

e. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha tanaman pangan dan 

hortikuftura; 

f. penyetenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha tanaman pangan 

dan hortikultura; 

Pasaf 17 

Seksi Bina Usaha T anaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas 

menyetenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Pasal16 

. i 
,1 . l 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsl: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikuttura; 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, 

pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana 

tanaman pangan dan hortikultura; 

c. penyetenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan 

hortikuftura; 

d. penyefenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan 

hortikultura; 

e. penyetenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan 

pasca panen tanaman pangan dan hortikultura; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman 

pangan dan hortikultura; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang T anaman 

Pangan dan Hortikultura. 

Pasal15 



Pasaf 20 

Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura 

mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan 

penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura. 

Pasal19 
Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam metaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

produksi tanaman pangan dan hortikultura; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan 

hortikuJtura; 

d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pupuk; 

e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pestisida; 

f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian benih tanaman 

pangan dan hortikultura; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi 

tanaman pangan dan hortikuftura; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin produksi tanaman 

pangan dan hortikultura; 

i. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan pola tanam tanaman 

pangan dan hortikuftura; dan 

j. evaluasi dan penyusunan laporan pe1aksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Pasat18 
Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikuttura mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan . produksi tanaman pangan dan 

hortikultura. 

g. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan dan 

hortikultura; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Usaha 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. 



Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan 

tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan 

Hortikuftura; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman 

pangan dan hortikultura; 
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan afat dan mesin pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura; 
e~ penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pelayanan perizinan pengadaan 

dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 
f. penyefenggaraan dan pembinaan perfindungan tanaman pangan dan hortikultura; 

Pasat23 

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman 

pangan dan hortikultura. 

Pasat22 

Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura 

dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen 

T anaman Pangan dan Hortikultura; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembarigan 

pengolahan dan penanganan paska panen tanaman pangan dan hortikultura; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca 

panen tanaman pangan dan hortikuftura; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasit tanaman 

pangan dan hortikultura; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan 

pasca panen tanaman pangan dan hortikultura; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil tanaman 

pangan dan hortikultura; dan 

g. evaluasi dan penyusunan Japoran pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengolahan dan 

Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikuftura. 

Pasat21 



Sekst Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

usaha kehutanan dan perkebunan; 
c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan 

perkebunan; 

Pasat27 

Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan. 

Pasal26 

Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan; 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, 

tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan; 

e, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan 

perkebunan; 
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan 

perkebunan; 
e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan 

dan perkebunan; dan 
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kehutanan 

dan Perkebunan. 

Pasal25 

Sic.fang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan 

dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan. 

Pasal24 

Bagian Kettga 

Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tata guna lahan tanaman pangan 

dan hortikuJtura dan pernanfaatan air irigasi; dan 

h. evafuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana k-erja Seksi Sarana dan 

Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. 



Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan datam metaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

produksi kehutanan dan perkebunan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan 

perkebunan; 

d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendaftan pupuk; 
e. penyefenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pestisida; 
f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendaftan benih tanaman 

hutan dan perkebunan; 
g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan tek.nologi produksi 

kehutanan dan perkebunan; 
h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin produksi tanaman 

hutan dan perkebunan; 

i. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pelayanan perizinan pengadaan 

dan peredaran alat dan mesin produksi tanaman hutan dan perkebunan; 

j. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca 

panen hasil hutan dan perkebunan; 
k. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan dan 

perkebunan; 

Pasat29 

Sekst Bina Produksi Kehutanan dan Petkebunan mempunyai tugas menye1enggarakan 

pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan. 

Pasat28 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani 
kehutanan dan perkebunan; 

e. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha kehutanan dan 
perkebunan; 

f. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha kehutanan dan 
perkebunan; 

g. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan penataausahaan hasil hutan; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha kehutanan dan 
perkebunan;dan 

i. evatuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Usaha 

Kehutanan dan Perkebunan. 



Bidang Pen"kanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan; 

Pasat33 

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 
pengembangan usaha dan produksi perikanan. 

Pasal32 

Bagian Keempat 

Bidang Perikanan 

Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan dalam mefaksanakan 

tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan 

Perkebunan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

tanaman dan fahan kehutanan dan perkebunan; 

c. penyelenggaraan dan pembinaan pertindungan tanaman hutan dan perkebunan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tata guna lahan hutan dan 

perkebunan; 

e. penyelenggaraan penetapan sentra komoditas hutan dan perkebunan; 

f. penyelenggaraan rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi lahan hutan dan 

perkebunan; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Tanaman 
dan lahan Kehutanan dan Perkebunan. 

Pasal31 

Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan 

perkebunan. 

Pasal30 

I. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan 

pasca panen hasil hutan dan perkebunan; 

m. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan dan 

perkebunan; dan 
n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi 

Kehutanan dan Perkebunan. 



Seksi Bina Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Perikanan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

produksi perikanan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan; 

d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendafian benih dan induk 

ikan; 

e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan akreditasi Jembaga sertiftkasi 

perbenihan ikan; 

Pasat37 

Seksi Bina Produksi Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan· produksi perikanan. 

Pasat36 

Seksi Bina Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Perikanan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

usaha perikanan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha penl<anan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan k-elembagaan usaha tani 

perikanan; 

e. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan; 

f. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha penl<anan; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan fasifitasi pembiayaan usaha perikanan; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kefja Seksi Bina Usaha 

Perikanan. 

Pasal35 

Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan usaha perikanan. 

Pasat34 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi 

penl<anan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penl<anan; dan 

f. evafuasi dan penyusunan laporan petaksanaan rencana kerja Bidang Perikanan. 



Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan 
masyarakat veteriner. 

Pasat40 

Bagian Keftma 

Bidang Peternakan 

Seksi Pengembangan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Penl<anan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

pertkanan; 

c. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan budidaya perikanan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tata lahan pembudidayaan tkan 

dan pemanfaatan air; 

e. penyelenggaraan penetapan sentra komoditas pen"kanan; 

f. penyefenggaraan pembinaan, pengelolaan, dan penggunaan sarana dan prasarana 

pembudidayaan ikan; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca 
panen hasil perikanan; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan; 

i. penye1enggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan 
pasca panen hasil perikanan; 

j. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasit perikanan; dan 
k. evafuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan 

Perikanan. 

Pasal39 

Seksi Pengembangan Perikanan mempunyai tugas menyefenggarakan pembinaan dan 

pengembangan perikanan. 

Pasal38 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penggunaan dan 

obat dan pakan ikan; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan penlt.,­ 

dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan pefaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi 

Perikanan. 



Seksi Bina Produksi Petemakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Petemakan; 

Pasat45 

Pasat44 

Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan produksi peternakan. 

Seksi Bina Usaha Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Peternakan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

usaha petemakan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha petemakan; 

d. penyetenggaraan pembinaan dan pengembaRgan kelembagaan usaha petemakan; 

e. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha petemakan; 

f. penyefenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha petemakan; 

g. penyefenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha petemakan; dan 

h. evaJuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana k-e,ja Seksi Bina Usaha 

Petemakan. 

Pasal 43 

Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan usaha peternakan. 

Pasat42 

Pasat41 
Bidang Peternakan da1am mefaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Petemakan; 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi 

peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 

c. penyefenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha petemakan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi petemakan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan 

masyarakat veteriner; dan 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Petemakan. 



Pasal47 

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam mefaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 

c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendaftan kesehatan hewan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat veteriner, 

e; penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan 

wabah dan penyakit hewan; 

f. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan kesehatan hewan dan 

masyarakat veteriner; 

Pasat46 

Seksi Kesehatan Hewan dan · Masyarakat Veteriner mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat 

veteriner. 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

produksi peternakan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi petemakan; 

d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendatian induk dan bibit 

temak; 

e. penyefenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknofogi produksi 

peternakan; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin petemakan; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca 

panen hasil peternakan; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hastl petemakan; 

i. penyetenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknofogi panen dan 

pasca panen hasil petemakan; 

j. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil petemakan; 

k. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kawasan petemakan; 

r. penyelenggaraan penetapan sentra komoditas petemakan; dan 

m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi 

Petemakan. 



Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan; 

Pasat51 

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan ketersediaan pangan. 

Pasal50 

Pasaf 49 

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyutuhan dalam mefaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, 

distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan 

penyelenggaraan penyuluhan; 

c. penyefenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman 

pangan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan; 

f. penye1enggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyufuhan; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan. 

Pasal48 

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distnbusi, dan penganekaragaman 

pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan. 

Bagian Keenam 

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

g. penyelenggaraan pengawasan lalu Hntas hewan piaraan, temak, dan produk temak; 

h. penyelenggaraan perfindungan hewan dan produk asal hewan; 

i. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian obat dan pakan 

temak; dan 

j. evaluasi dan penyusunan laporan pefaksanaan rencana kefja Seksi Kesehatan 

Hewan dan Masyarakat Veferiner. 



Seksi Kefembagaan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Penyuluhan; 

Pasal55 

Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan kelembagaan penyuluhan. 

Pasal54 

Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Distnbusi dan Penganekaragaman Pangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

distribusi dan penganekaragaman pangan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi pangan; 

d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendafian infrastruktur 

distribusi pangan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman produk 

pangan;dan 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Distribusi dan 

Penganekaragaman Pangan. 

Pasal53 

Seksi Oistnbusi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan. 

Pasal52 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

ketersediaan pangan; 

c. penyelenggaraan identifikasi, pembinaan, dan pengembangan ketersediaan pangan; 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan produksi dan produk 

pangan; 

e. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian masalah ketersediaan pangan; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan mutu dan gizi pangan; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian keamanan pangan; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan pe1aksanaan rencana kerja Seksi Ketersediaan 

Pangan 



Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Pert"kanan, dan 

Kehutanan. 

Pasat58 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis 

Seksi Penyelenggaraan Penyutuhan dafam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

penyelenggaraan penyuluhan; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyufuhan; 

d. penyelenggaraan penyusunan programa penyuluhan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan 

metode penyuluhan; 

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi 

penyuluhan bagi pelaku utama dan pefaku usaha; dan 

g. evaluasi dan penyusunan faporan pelaksanaan rencana kerja Seksi 

Penyelenggaraan Penyuluhan. 

Pasal57 

Pasat56 

Seksi Penyelenggaraan Penyufuhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan 

dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan. 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 

kelembagaan penyuluhan; 

c. penyelenggafaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan; 

d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi kelembagaan pelaku 

utama dan pelaku usaha; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; 

dan 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kefembagaan 

Penyuluhan. 



(1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi. 

Pasat63 

(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala mefalui Sekretaris. 

( 1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan Kepala Dinas. 

Pasal62 

(2) Kepafa Dinas rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara 

berkata rnelalui Sekretaris Daerah. 

Pasal61 

(1) Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

Bupati. 

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di fingkungan masing­ 

masing maupun antar satuan organisasi. 

(1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalarn rnelaksanakan tugas wajib 

rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan 

instansi yang secara fungsional rnempunyai hubungan kerja. 

Pasal60 

BABIV 

TATAKERJA 

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. 

(1) KeJompok Jabatan Fungsional rnempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan keahrtan. 

Pasat 59 

Bagian Kedelapan 

Kefornpok Jabatan Fungsional 



Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan yang bertaku. 

Pasa167 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan taporan 

cfisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

(2) Setiap taporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan taporan kepada atasan serta untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahan. 

(1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan taporan 

berkala tepat pada waktunya. 

Pasaf 66 

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya 

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing. 

(1) Setiap kepala satuan organisasi datam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala 

satuan organisasi di bawahnya. 

Pasal65 

(2) Setiap-kepata satuan organisasi waj.ib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 

dan mengambi.l tangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan apabila terjadi penyimpangan. 

(1) Setiap kepaJa satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 64 

(2) Sekretaris datam mengoordinasikan petaksanaan tugas setiap satuan OJganisasi 

berdasarkan aranan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara 
berkala. 



SERITA OAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI D 

SUTRISNO 

I 

SEKRETARIS OAERAH 

KABUPATEN SLEMANr 

Diundangkan di Sleman. 

Pada tanggal 5 Oktober 20(9 

~ 0"'7t~11 SLEMAN, ~ 
~·~.SRI PURNOMO 

Ditetapkan di Sleman. 

Pada tanggal 5 Okt obe r 2 009 

Peraturan Bupati ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sleman. 

Pasal69 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, Keputusan Bupati Steman Nomor 

27 /Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak bertaku. 

Pasal 68 

BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 
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